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FORMAT SURAT PERMINTAAN PENJELASAN TERTULIS 
 

 

KOP ..... 1) 

 

Nomor : S- ...... 2)        Tanggal, Bulan, 
Tahun 
Sifat : Segera 
Hal : Permintaan Penjelasan Tertulis  
   

 
Yth ........ 3) 
 
 
 
 Sehubungan  dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap 
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang berada 
dalam penguasaan Saudara, diminta Saudara menyampaikan kepada kami 
perjelasan/klarifikasi terkait hal-hal sebagai berikut: 
1. ……………. 4) 
2. …………….. 
3. ……………… 
4. …………….. 
5. dst. 
 

Penjelasan/jawaban tertulis beserta dokumen pendukungnya, kiranya dapat 
kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini. 

 Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan 
terima kasih. 

 
     Direktur Jenderal/Kepala  
 Kanwil.../Kepala KPKNL ..., 5) 

 
 

.............................. 
NIP ................ 

Tembusan:  6) 
1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara; 
2. Menteri/Pimpinan……..;  
3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal……;  
4. Direktur BMN; 
5. Kepala Kanwil …  

LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 244 /PMK.06/2012  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA 
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Keterangan pengisian format surat permintaan penjelasan tertulis:  
 
1) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian 

Keuangan. 
2) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.  
3) Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) atau Sekretaris Jenderal 

Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan alamat kantor. 
4) Diisi dengan hal-hal yang diminta penjelasan/klarifikasinya. 
5) Disesuaikan dengan pihak yang meminta penjelasan. 
6) Tembusan disesuaikan dengan Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan 

jenjang organisasi DJKN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
 

AGUS D.W. MARTOWARDOJO 
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